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Abstrak
 

Proses penerbitan sertipikat hak milik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah,

yakni tertib administrasi pertanahan. Namun faktanya, dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor

10XXX tujuan pendaftaran tanah pada proses penerbitan sertipikat tersebut gagal terwujud, hal ini

dikarenakan ukuran dari sertipikat ini beririsan dengan batas tanah untuk pelebaran jalan yang didasari oleh

Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 212 Tahun 1987. Pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah

Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak milik Nomor 10XXX dikaitkan dengan SK Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 tahun 1987 dan Bagaimanakah pertanggung jawaban

Kantor pertanahan kota Samarinda terhadap penerbitan sertipikat  hak milik nomor 10XXX yang beririsan

dengan tanah untuk pelebaran jalan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor

212 Tahun 1987. Metode penelitian yang digunakan adalah  doktrinal. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah

Pada  proses penerbitan Sertipikat Nomor 10XXX telah terjadi kesalahan ukur karena tidak dilakukan

koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006, akibatnya  ukuran tanah

SHM tersebut beririsan dengan badan jalan dengan lebar 4 meter persegi. maka tujuan pendaftaran tanah

yakni tertib administrasi pertanahan tidak terwujud dalam pelaksanaanya. Kantor Pertanahan atas

kesalahannya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam pasal 63 PP pendaftaran tanah

terdapat sanksi administratif bagi Kepala kantor pertanahan atas pengabaian terhadap aturan yang berlaku

saat melakukan tugasnya, lalu bertanggung jawab memberi penyelesaian atas dasar aduan dari masyarakat,

dan ketika hal tersebut tidak berhasil maka pada tahapan litigasi Kantor pertanahan sebagai tergugat

bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

......The process of issuing certificates of ownership should be carried out to realize the objectives of land

registration, namely orderly land administration. But in fact, with the issuance of certificate of title No.

10XXX the purpose of land registration in the process of issuing the certificate failed to materialize, this is

because the size of this certificate overlaps with the land boundary for road widening based on East

Kalimantan Governor Decree No. 212 of 1987. The subject matter of this research is how the process of

issuance of certificate of title No. 10XXX is associated with the Decree of the Governor of the East

Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987 and how is the responsibility of the Samarinda City Land

Office for the issuance of certificate of title No. 10XXX which intersects with the land for road widening in

accordance with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987. The

research method used is doctrinal. The result of the research in this thesis is that in the process of issuing

Certificate Number 10XXX there has been a measurement error because coordination was not carried out as
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stipulated in Presidential Regulation number 10 of 2006, as a result the size of the SHM land intersects with

the road body with a width of 4 square meters. hen the purpose of land registration, namely orderly land

administration, is not realized in its implementation. The Land Office for its mistakes has an obligation to

take responsibility, in article 63 of the Government Regulation on land registration there are administrative

sanctions for the Head of the land office for neglecting the applicable rules when performing its duties, then

it is responsible for providing a settlement on the basis of complaints from the public, and when this does

not work then at the litigation stage the Land Office as the defendant is responsible for implementing the

contents of the decision of the State Administrative Court.


